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ABSTRAK 

 

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten memiliki 

wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan perizinan terkait 

aktivitas pertambangan batuan, yang mana didalamnya termasuk 

upaya reklamasi dan pascatambang. Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral diharapkan mampu melakukan kerja sama dengan Pemerintah 

Pusat, yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam 

berkoordinasi terkait perizinan dan upaya reklamasi pascatambang, 

yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.  

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam Implementasi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bagaimana Tinjauan Fiqh  

Siya>sah Terhadap Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral 

dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara.Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan fiqh 

Siya>sah terhadap peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode 

menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi 

atau  lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Peran Dinas Energi 

Sumber Daya Mineral dengan berupaya secara profesional dalam 

memberikan izin pertambangan batuan. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat 

dan terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan 

efesien. Dengan berupaya membuka pendaftaran izin pertambangan 

via online yang di daftarkan melalui website SIPEKA. 2) Siya>sah 

tanfiz\iyah adalah siya>sah yang membahas mengenai tata kerja 
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pemerintahan oleh ulil Amri atau pemimpin. Umat Islam 

diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara 

dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan 

Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Maka menurut fiqh 

siya>sah tugas yang sudah diberikan telah dilakukan upaya dan 

wewenangnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang 

mana dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi 

Banten sudah menjalankan peranannya sesuai dengan siya>sah 

tanfiz\iyah,  yakni telah berupaya secara profesional dalam 

menajalankan tugas pokok, dan fungsinya dalam memberikan 

perizinan aktivitas pertambangan serta dalam mengatasi upaya 

reklamasi dan pascatambang.    

 

 

Kata Kunci : Pertambangan batuan, Fiqh Siya>sah. 
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MOTTO 

هَٗظَبھِشَح َ ًَ وٰدَِوَيَبَفيَِالْْسَْضَِوَاسَْجػَََعَهيَْكُىََِْعَ ًٰ بَفيَِانسَّ شََنكَُىَْيَّ ََسَخَّ َاللّٰه ٌَّ َانَىََْتشََوْاَاَ

ُيِْشٍَ لََْكِتٰتٍَيُّ لََْھُذ ىَوَّ َِثِغيَْشَِعِهْىٍَوَّ َيُّجَبدِلَُفيَِاللّٰه ٍْ َانَُّبسَِيَ ٍَ ۗوَيِ ثبَطُِخََ  َوَّ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa 

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu 

dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di 

antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa 

ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S 

Luqma>n [31]: 20) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul ―Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap 

Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara‖ Demi memudahkan pemahaman 

tentang judul skripsi ini penulis akan menjelaskan secara singkat 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi sebagai 

berikut ini : 

1. Tinjauan Fiqh Siya>sah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Tinjauan berasal dari kata ‗tinjau‘ yang memiliki makna melihat, 

memahami, meneliti, dan memeriksa kembali. Tinjauan itu sendiri 

berfungsi untuk menarik kesimpulan yang berasal dari kegiatan 

meninjau, meneliti, serta pendapat dan pandangan yang akan 

memberikan sebuah kesimpulan penelitian. 

Fiqh Siya>sah diartikan sebagai salah satu acuan hukum 

yang mana adalah terkait memerintah, mengontrol, menata, 

membariskan, mengambil atau membuat keputusan yang berkaitan 

dengan persoalan kehidupan masyarakat guna mencapai 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syariat yang 

berlaku.
1
 Fiqh Siya>sah  yakni suatu ilmu yang membahas 

mengenai kegiatan ketatanegaraan yang mana didalamnya 

menejelaskan tentang siapa yang perlu membuat kebijaksanaan, 

menjalankan, dan mengevaluasi yang menjadi dasar dan 

bagaimana cara pelaksanaan penguasa dalam menjalankan 

kekuasan yang diberikan kepadanya yang mana dalam hal ini 

berkaitan dengan siya>sah syar’iyyah.2
 

2. Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

                                                             
1
 Djazuli, Fiqh Siyasah, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), 25. 
2
 Ibid. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan 

sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan 

film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif 

dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan 

peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat 

yang mampu menghasilkan dan menggerakan sesuatu hal yang 

baik ke dalam sebuah peristiwa. Peran merupakan perpaduan 

antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang 

digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang 

biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor 

harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah 

perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut 

disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya 

memiliki posisi yang sama.
3
 Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Banten (Dinas ESDM) dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral mempunyai tugas 

pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan 

di  bidang 

Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dan  Tugas  Pembantuan  yan

g ditugaskan kepada Daerah provinsi.
4
 

3. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 

Secara umum istilah Implementasi  dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah 

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya 

mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan 

                                                             
3
 Wijayanto Hargo Dwi, ―Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan 

Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan,‖ Skripsi (n.d.): Muhammadiyah 

University Ponorogo (2020), 6. 
4
 Admin DESDM, ―Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DESDM,‖ 

24 Maret, 2017, https://desdm.bantenprov.go.id/kedudukan-tugas-pokok-dan-

fung. 
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yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep 

tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan 

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 

mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan 

lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa 

memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.
5
 

Berdasarkan Pasal 1  ayat (26) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pengertian reklamasi 

adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 

pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki 

kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali 

sesuai peruntukannya.
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang kaya, diantara semua kekayaan alam yang tersedia di 

indonesia yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor 

pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang 

melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainya dari dalam 

bumi. Yang berupa upaya pencarian, penggalian, pengolahan, 

pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batuan, batubara, 

panas bumi, migas).
7
 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya 

pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan 

dan penjualan bahan galian (mineral, batuan, batubara, panas bumi, 

migas). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi, 

dan bisnins yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari 

                                                             
5
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 182. 
6
 Presiden Republik Indonesia, ―Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara‖ (2020). 
7
 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU 

No. 4 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 1. 
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prospeksi, eksplorasi, evaluasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian 

pengangkutan sampai pemasaran.
8
 

Pengertian pertambangan tersebut dapat diketahui bahwa 

pertambangan adalah suatu usaha untuk mengambil dan 

memanfaatkan bahan-bahan galian, didalam pengertian pertambangan 

menurut Undang-Undang diatas juga dijelaskan bahwa Penyelidikan 

umum ini sendiri biasa disebut dengan prospeksi yang bertujuan untuk 

menemukan zat atau indikasi adanya bahan galian yang di inginkan, 

eksplorasi sama dengan pencarian yaitu berupa tindakan mencari atau 

melakukan penjelajahan untuk menemukan wilayah pertambangan 

yang sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku dalam kegiatan 

pertambangan. 

Dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020,
9
 bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada badan 

usaha yang berbadan hukum seperti koperasi, perseorangan, maupun 

masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu 

bara berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah sesuai kewenangnya masing-masing, dalam pelaksaan 

pertambangan juga harus berdasarkan prinsip eksternalitas, 

akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan 

pemerintah daerah. 

Kegiatan pertambangan, apabila dilakukan dikawasan hutan 

dan pegunungan dapat merusak ekosistem yang berada didalamnya. 

Apabila tidak dikelola dengan baik, pertambangan dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk 

pencemaran air, tanah dan udara. Lingkungan pertambangan yakni 

terbagi atas beberapa indikator, yaitu pengetahuan tentang penyebab 

masalah lingkungan, pengetahuan tentang dampak dari pertambangan 

batuan, pengetahuan mengenai solusi penyelesaian masalah 

                                                             
8
 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 11. 
9
 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 
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lingkungan, pengetahuan prediksi masalah lingkungan di masa 

mendatang. 

Kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi sampai 

eksploitasi dan pemanfaatannya mempunyai dampak terhadap 

lingkungan, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan. Hal 

yang memberikan dampak positif atau menguntungkan antara lain 

tersedianya aneka ragam kebutuhan manusia yang berasal dari sumber 

daya mineral, dan meningkatnya pendapatan negara. Pegunungan 

adalah wilayah yang sering menjadi lokasi pertambangan batuan, 

namun disisi lain pertambangan batuan yang dilakukan secara 

berlebihan akan memberikan dampak buruk yakni perubahan fungsi 

dan tata guna lahan, peningkatan erosi dan sedimentasi, serta 

penurunan kualitas air. Seperti aktifitas pertambangan batuan yang 

terjadi di jalan Lingkar Selatan, aktifitas ini tepatnya terjadi di pinggir 

sekitar Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan beberapa 

kelurahan. Kelurahan itu antara lain, kelurahan Lebakdenok, 

Kelurahan Banjar Negara, dan Kelurahan Deringo, selain itu Jalan 

Lingkar Selatan juga dikenal sebagai salah satu jalan alternatif yang 

menghubungkan ke daerah industri dan pariwisata. 

Mengingat berbagai potensi dampak lingkungan yang timbul 

dari kegiatan ini, maka sebagai upaya dalam melakukan pengendalian 

dampak lingkungan, baik pada saat pra-konstruksi (tahap perencanaan 

kegiatan), konstruksi, dan operasi kegiatan pembangunan kawasan 

pertambangan batuan tersebut, diperlukan perencanaan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan 

dalam suatu dokumen pengelolaan lingkungan. Keterkaitan antara 

pembangunan kawasan pertambangan batuan dengan kegiatan 

disekitarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah, sehingga dalam pelaksanaanya harus 

selalu mengacu pada rencana tata ruang wilayah baik nasional, 

provinsi, maupun kabupaten atau kota. Sebagai salah satu acuan 

dalam melakukan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan 

maupun dalam melakukan penilaian, Kementerian Lingkungan Hidup 

menerbitkan Pedoman Penilaian Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) Untuk Kegiatan Pertambangan batuan, diatur pula dalam 

Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
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2020,
10

 bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan 

reklamasi, reklamasi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan 

sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, 

dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat 

berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

Mengenai pandangan Hukum Islam terhadap aktivitas 

tambang batuan, yang mana Islam adalah agama yang komprehensif, 

ia tidak hanya memperhatikan aspek hubungan seorang hamba dengan 

Tuhan, tapi juga memperhatikan hubungan sosial dan hubungan 

dengan alam. Hubungan dengan Allah meliputi ritual peribadatan 

kepada-Nya, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Hubungan sosial 

meliputi segala aktivitas dengan sesama manusia, seperti anjuran 

untuk saling tolong menolong, tidak menyakiti, tidak mendzalimi dan 

sebagainya. Sedangkan hubungan dengan alam meliputi aktivitas kita 

terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Sebagai seorang 

muslim, kita tidak boleh melupakan aspek hubungan manusia dengan 

alam, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak yang 

baik, dan merusak alam bertentangan dengan akhlak yang baik. 

Terkadang kebijakan Pembangunan tata ruang yang tidak 

didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam 

kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, 

sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak 

berpedoman pada nilai-nilai Islam, akhirnya yang terjadi adalah 

kerusakan, dan bencana. Pembangunan tata ruang setidaknya harus 

memperhatikan akan kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan 

aturan-aturan yang berlaku. Sebagai suatu contoh, yakni 

pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan, misalnya alih 

fungsi lahan, serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai 

Islam. 

Kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi pelopor dalam 

menjaga kelestarian dan keserasian Lingkungan, sebab dalam berbagai 

ayat Al-Quran telah melarang umat Islam merusak ekosistemnya atau 

lingkungan hidupnya. Jika hal ini kita langgar, kita tidak saja 

                                                             
10

 Ibid. 
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melakukan dosa besar, tetapi kita juga akan menyengsarakan 

masyarakat banyak yang harus menerima social cost akibat ulah 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur‘an Surah al-

A‗ra>f ayat 56 yang berbunyi: 

طَمَعاًۗ انَِّ رَحْمَتَ اٰللِّ  هَ  وَلََ تفُْسِدُوْا فىِ الَْرَْضِ بعَْدَ اصِْلََحِهَا وَادْعُىْهُ خَىْفاً وَّ قرَِيْبٌ مِّ

 ...الْمُحْسِنِيْه

    “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” (Q.S. Al-A‗ra>f [7]: 56) 

Pada faktanya, jika melihat langsung yang terjadi dilapangan, 

masih terdapat beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang sudah disahkan dan perlu di terapkan 

dalam melakukan aktivitas pertambangan, namun masih banyak 

terdapat beberapa perusahaan pertambangan batuan tidak melakukan 

upaya reklamasi. Sehingga besar potensi terjadinya bencana longsor 

dan menimbulkan banyak kubangan-kubangan air yang menyebabkan 

banjir. Tidak sedikit masyarakat setempat yang mengeluhkan 

mengenai permasalahan ini, karna akses jalan menuju tempat tinggal 

yang mereka lalui membutuhkan waktu lama untuk menunggu 

kubangan-kubangan air dan banjir surut pasca hujan. Hal ini 

dilanjutkan dalam Pasal 39 huruf k Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020,
11

 bahwa untuk mencapai 

keseimbangan lingkungan yang baru, pemegang izin usaha 

pertambangan wajib melakukan reklamasi dan pascatambang. 

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti dan menganalisis lebih dalam, karena pada fakta dilapangan 

secara langsung, masih banyak aktivitas pertambangan batuan secara 

berlebihan dan tidak mendapatkan izin resmi, serta tidak melakukan 

upaya reklamasi. Termaktub dalam pasal 6 huruf q Undang-Undang 

                                                             
11

 Ibid. 
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Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
12

, bahwa Pemerintah dalam 

pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan 

pascatambang. Hal tersebut menunjukan bahwa Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral belum secara optimal dalam mengatasi masalah 

aktivitas pertambangan pasir dan kerikil. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

C.  Fokus dan Sub Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis 

memfokuskan penelitian ini pada Peranan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten). 

2. Sub Fokus Penelitian 

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan 

Fiqh Siya>sah Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara (Studi di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan 

diatas, penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada dua 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 

implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?  

                                                             
12

 Ibid. 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap peranan Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut 

mengenai masalah yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah, 

adapun penelitian yang hendak diraih yakni sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peranan Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara . 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap 

peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 

implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan mengenai peran, kebijakaan, kewenangan, serta 

kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu 

penulis berharap dengan adanya penelitian ini pengetahuan dan 

wawasan bagi pembaca akan bertambah lebih luas, khususnya bagi 

penulis sendiri. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, 

masyarakat khususnya masing-masing individu menjadi lebih 

peduli terhadap perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian 
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lingkungan hidup, serta dapat menjadi rujukan sebagai pedoman 

dalam memperluas penelitian yang serupa. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

lembaga-lembaga lain yang masih memiliki hubungan atau ikatan 

terkait dalam memberikan kebijakan terhadap upaya Reklamasi 

dan Pascatambang terhadap aktivitas pertambangan batuan, dan 

upaya penanganannya di Kota Cilegon. 

3. Secara Kebijakan 

Bagi Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral di harapkan untuk lebih cakap dan lebih 

bertanggung jawab dalam menangani kasus pertambangan batuan, 

terutama bagi mereka yang tidak melakukan upaya reklamasi, dan 

bagi mereka yang telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan 

dapat diberikan sanksi agar memberikan efek jera, sehingga 

kejadian tersebut tidak terulang kembali.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Guna mengakomodasi permasalahan terhadap penelitian ini, 

penulis berupaya menyelidiki lebih lanjut mengenai bibliografi dan 

penelitian terdahulu yang signifikan terhadap permasalahan yang 

menjadi tujuannya penelitiannya saat ini, selain itu kajian penelitian 

ini merupakan bagian langkah awal yang sangat hakiki dalam melihat 

karya ilmiah baik berupa Jurnal, skripsi, tesis, maupun desertasi. 

Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdiri dari : 

Pertama, Skripsi yang diangkat oleh Sanief Zainal. 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2020 

dengan judul ―Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. Ubersam 

Melakukan Penyalahgunaan Izin Usaha Kegiatan Pertambangan yang 

Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup.‖
13

 Penelitian yang 

                                                             
13

 Zainal Sanief, ―Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. Ubersam 

Melakukan Penyalahgunaan Izin Usaha Kegiatan Pertambangan yang 
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menjadi perbedaan antara penulis dengan saudara Sanief adalah 

mengenai titik fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan 

tinjauan secara khusus yakni Tinjauan Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah 

dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, mengkaji 

mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, sedangkan saudara Sanief tidak menggunakan tinjauan secara 

khusus dalam membahas penelitian. Perbedaan kedua adalah 

mengenai topik pelitian yang dilakukan penulis dengan saudara 

Sanief. Penulis melakukan penelitian terhadap Aktivitas 

Pertambangan batuan di Pegunungan, sedangkan saudara Sanief 

meneliti mengenai penyalahgunaan izin usaha kegiatan pertambangan 

yang mana dalam penelitian saudara Sanief fokus pada undang-

undang hukum pidana terhadap kegiatan penyalahgunaan izin usaha 

kegiatan pertambangan, dalam hal ini penulis dapat membuktikan 

tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap hasil penelitian. 

Namun dibalik perbedaan, terdapat beberapa yang menjadi titik 

persamaan dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudara Sanief 

sama-sama membahas mengenai aktivitas pertambangan, kemudian 

yang menjadi titik persamaan selanjutnya adalah, baik penulis maupun 

saudara Sanief sama-sama menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif dengan jenis (field research) bersifat deskriptif.
14

 

Kedua, Skripsi yang diangkat oleh Yoga Afri Ananta. 

Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang  2023 dengan judul ―Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Aktivitas 

Tambang Pasir Open Pit Mining/Liar.‖
15

 Penelitian yang menjadi 

perbedaan antara penulis dengan saudara Yoga adalah mengenai titik 

fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan tinjauan secara 

                                                                                                                                   
Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup‖ (Universitas Pasundan, 

2020). 
14

 Ibid., 36. 
15

 Yoga Afri Ananta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana LIngkungan Hidup dalam Aktivitas Tambang Pasir Open Pit Ming / 

Liar. (Studi di Wilayah Hukum Polres Tulungagung)” Skripsi (n.d.): 

Universitas Muhammadiyah Malang (2023). 
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khusus yakni Tinjauan Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah dalam mengkaji 

penelitian secara lebih mendalam, yakni mengkaji mengenai Peranan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan saudara 

Yoga tidak menggunakan tinjauan secara khusus yang membahas 

penelitian secara mendalam. Perbedaan kedua adalah mengenai lokasi 

pelitian yang dilakukan penulis dengan saudara Yoga, penulis 

melakukan penelitian terhadap Aktivitas Pertambangan batuan di 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan saudara Yoga 

meneliti aktivitas pertambangan pasir di Wilayah Hukum Polres 

Tulungagung, selain itu penulis memiliki fokus penelitian pada 

peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan 

saudara Yoga fokus pada Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana, 

yang mana dalam hal ini penulis dapat membuktikan tingkat 

orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap hasil penelitian. Namun 

dibalik perbedaan, terdapat beberapa yang menjadi titik persamaan 

dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudara Yoga sama-sama 

membahas mengenai aktivitas pertambangan yang di bahas dari sudut 

pandang hukum,  yang menjadi titik persamaan selanjutnya adalah, 

baik penulis maupun saudara Yoga sama-sama menggunakan 

metodologi penelitian dengan jenis (field research) bersifat 

deskriptif.
16

 

Ketiga, Skripsi yang diangkat oleh Olivia Aurora, dkk. 

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 2022 

dengan judul ―Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Pasir 

yang Dilakukan dengan Sengaja Sehingga Menimbulkan Kerusakan 

Ekosistem (Studi Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN.Snb).‖
17

 Penelitian 

yang menjadi perbedaan antara penulis dengan saudari Olivia, dkk 

                                                             
16

 Ibid., 12.  
17

 Aurora Olivia, dkk.  “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Penambangan Pasir yang Dilakukan dengan Sengaja Sehingga 

Menimbulkan Kerusakan Ekosistem (Studi Putusan No. 

49/pid.Sus/2020/PN.Snb).” Skripsi (n.d.) Universitas HKBP Nomensen, 

(2022), http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7927. 
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adalah mengenai fokus tinjauan yang digunakan, penulis 

menggunakan tinjauan secara khusus yakni Tinjauan Fiqh Siya>sah 

Tanfiz\iyyah dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, yakni 

mengkaji mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020, sedangkan saudari Olivia, dkk menggunakan tinjauan 

yuridis dalam membahas penelitiannya secara mendalam. Perbedaan 

kedua adalah mengenai topik pelitian yang dilakukan penulis dengan 

saudari Adinda, dkk, penulis melakukan penelitian terhadap 

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020, sedangkan saudari Olivia, dkk membahas mengenai tindak 

pidana aktivitas tambang pasir yang berlandaskan hasil putusan No. 

49/Pid.Sus/2020/PN.Snb, selain itu dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian (field research) dalam mengkaji 

teori-teori secara mendalam, sedangkan saudari Olivia, dkk 

menggunakan metode penelitian (library research). Hal ini dapat 

membuktikan bahwa penulis memiliki tingkat orisinalitas yang cukup 

mumpuni terhadap penelitian. Namun dibalik perbedaan, terdapat 

beberapa yang menjadi titik persamaan dalam penelitian ini, yaitu 

penulis dan saudari Olivia, dkk sama-sama membahas mengenai 

aktivitas tambang.
18

 

Keempat, skripsi yang diangkat oleh Robit Ady Fikri Ulul 

Azmi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 2020 dengan 

judul ―Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang 

Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang.‖
19

. Mengenai penelitian keempat, penelitian ini memiliki 

perbedaan yang sangat kontras dengan penulis, yang mana saudara 

Robit membahas mengenai perbuatan melawan hukum terhadap 

aktivitas tambang pasir ilegal, sedangkan penulis membahas mengenai 

Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, selain itu 
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19

 Robit Ady Fikri Ulul Azmi, ―Perbuatan Melawan Hukum 

Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang‖ (Universitas Jember, 2020). 



14 
 

 
 

penelitian ini mempunyai tinjauan yang sangat berbeda dengan 

penulis, yang mana dalam penelitian ini saudara Robit tidak 

menggunakan tinjauan secara khusus, sedangkan penulis 

menggunakan tinjauan fiqh siya>sah tanfiz\iyyah dalam mengkaji 

penelitian secara lebih mendalam, Perbedaan selanjutnya mengenai 

lokasi penelitian dan waktu penelitian, saudara Robit melakukan 

penelitian di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang pada tahun 2020 sedangkan penulis melakukan penelitian 

di Kota Cilegon pada tahun 2023, yang menjadi perbedaan selanjutnya 

adalah mengenai metodologi penelitian, saudara Robit menggunakan 

metode pustaka dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian 

lapangan (field research), namun dibalik perbedaan ini, terdapat 

beberapa titik persamaan dalam penelitian, yakni sama-sama 

membahas mengenai aktivitas pertambangan. Persamaan selanjutnya 

adalah, saudara Robit dengan penulis sama-sama mengkaji penelitian 

ini dari sudut pandang hukum.
20

 

Kelima, Skripsi yang diangkat oleh Andi Ahmad Abrar. 

Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata 

Universitas Hasanuddin Makassar 2021 dengan judul ―Konflik 

Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di 

Kabupaten Pinrangan.‖
21

 Mengenai penelitian kelima, penelitian ini 

memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan penulis, yang mana 

penulis melakukan penelitian ini menggunakan tinjauan secara 

khusus, yakni tinjauan fiqh siya>sah tanfiz\iyyah dalam mengkaji 

teori secara mendalam, sedangkan dalam penelitian saudara Andi 

tidak menggunakan tinjauan khusus, perbedaan selanjutnya mengenai 

lokasi penelitian dan waktu penelitian, saudara Andi melakukan 

penelitian di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sedangkan penulis 

melakukan penelitian di Kota Cilegon pada tahun 2023, namun dibalik 

beberapa perbedaan, terdapat titik persamaan dalam penelitian, yakni 
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 Abrar Andi Ahmad, “Konflik Pertambangan Pasir yang 

Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang”  Skripsi 

(n.d.): Universitas HAsanuddin. (2021). 
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penulis dan saudara Andi, yakni sama-sama membahas mengenai 

aktivitas pertambangan. Persamaan selanjutnya adalah, mengenai 

metodologi penelitian, penulis dan saudara Andi, sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis (field 

research) bersifat deskriptif.
22

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan suatu 

penelitian guna mencapai tujuan dengan tahapan dan teknik tertentu. 

Penelitian termasuk bagian penting dari suatu pengetahuan guna 

memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan, 

bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling urgen di dalam 

ilmu pengetahuan, artinya untuk mengembangkan dan melindunginya 

dari kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian mempunyai 

kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap up 

to date, canggih, aplicated, dan aksiologis bagi masyarakat.
23

 Guna 

penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik 

diperlukan suatu metode yang diperlukan dalam penelitian, yakni : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah adalah mengenai metodologi penelitian, metodologi 

penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (field research) 

Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur 

penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik 

atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah 

penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga 

tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal 

balik, bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan 

penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (inner behavior) 

                                                             
22
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23

 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian 

Kualitatif,” Humanika 21. No. 1 (2021): 33–54, 
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secara alami dan bertolak dari sudut pandang manusia perilaku 

manusia.
24

 

a. Penekanan kuat terhadap penjelajahan alamiah fenomena 

sosial khusus, daripada usaha menguji hipotesis, 

b. Kecendrungan utama pekerjaan adalah tidak terstruktur dalam 

hal data, karena itu data yang dimiliki tidak tertutup dianalisis 

sejak awal pengumpulan data, 

c. Penyelidikan terhadap bentuk kasus kecil mungkin satu kasus 

tetapi terperinci, 

d. Analisis data yang melibatkan interpretasi eksplisit mengenai 

makna dan fungsi tindakan manusia, hasil dari bentuk utama 

yang diambil mengenai deskripsi verbal dan penjelasan, 

sedeangkan kuantifikasi dan analisis statistik memainkan 

peran dukungan lebih jauh.  

Metodologi penelitian kualitatif digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui lebih 

jauh tentang Tinjauan Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah terhadap 

Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Penulis berharap dengan menggunakan metode kualitatif, 

penelitian ini mendapatkan hasil yang konkret serta mampu 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan jelas. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris Population yang 

berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu apabila disebutkan kata 

populasi orang kadang menghubungkannya dengan masalah-

masalah kependudukan. Dalam metode penelitian, kata populasi 

amat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh 

                                                             
24
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karenananya populasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek itu menjadi sumber 

data penelitian.
25

 Adapun Populasi tersebut berada di Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah pegawai negeri sipil di 

instansi ini sebanyak 124 orang, kemudian di Perusahaan 

Pertambangan PT. Cahaya Fajar Sodiq jumlah karyawan di 

perusahaan ini sebanyak 35 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu 

sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel 

diambil apabila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, dengan alasan 

karena keterbatasan dana/biaya, keterbatasan waktu dan tenaga 

maka peneliti menggunakan sampel penelitian yang diambil dari 

populasi. Apa yang diamati dan dipelajari pada sampel 

kesimpulannya dapat diberlalukan untuk populasi apabila sampel 

yang diambil benar-benar representatif.
26

  

Sesuai dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan 

sampel terbatas pada kelompok sasaran spesifik. Pengambilan 

sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang diinginkan, entah karena mereka 

adalah satu-satunya yang memilikinya atau memenuhi beberapa 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Ada dua tipe utama 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (judgment sampling) serta pengambilan 
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sampel kuota (quota sampling).27
 Mengenai sampel penelitian ini 

nantinya peneliti mengambil dari beberapa stuktur pada Dinas 

Energi Sumber Daya Mineral dan Perusahaan Pertambangan, 

yang akan diambil secara acak dalam setiap strukturnya, jumlah 

sampel dalam penelitian  ini yakni sebanyak 3 pegawai negeri 

sipil dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan 1 karyawan 

dari perusahaan pertambangan yang akan diwawancara. 

3. Karakteristik Penelitian 

Sifat atau karakteristik dalam penelitian ini adalah 

deskriptif yang berisi catatan alami (tentang apa yang dilihat, 

didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa 

adanya pendapat dan  penafsiran dari peneliti terhadap fenomena 

yang dialami),
28

 dalam penelitian deskriptif perhatian hanya 

dipusatkan pada pemecahan masalah yang dihadapi karena 

peneliti tidak ingin menghubungkan dengan variabel lainnya, 

tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing varibel 

secara lepas. Ciri penelitian deskriptif adalah: paling utama, 

paling dominan, paling popular dan lebih mudah atau paling 

sederhana, karena hanya menyajikan potret keadaan, rancangan 

penelitiannya dengan menggunakan sumber data dalam bentuk 

populasi dan sampel dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan pengedaran angket. Tujuan utamanya 

adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang 

materi dan fenomena yang sedang diselidiki. Atau melukiskan 

variabel, kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu pada 

saat penelitian dilakukan.
29

 Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka penelitian yang penulis ambil diperuntukan 

mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terfokus pada 

Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam 
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Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

4. Sumber Data 

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan 

teknik menarik data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis 

data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: 

(1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama 

dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan 

sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen  resmi.
30

 Adapun dari hasil 

penelitian didapatkan oleh peneliti melalui dua sumber yaitu: 

a. Data Primer, merupakan data utama dalam penelitian ini yang 

diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat Setempat, dan 

para pekerja tambang batuan. Teknik wawancara yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya 

jawab langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai hal-

hal dalam penelitian.  

b. Data Sekuder, yakni merupakan data pelengkap dalam 

penelitian ini yang diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal 

nasional maupun internasional, dan internet yang memiliki 

hubungan dengan Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Peranan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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5. Teknik Pengumpulan Data  

Penggunaan metode dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini ialah untuk mendapatkan data-data yang akurat 

daari objek penelitian dimana dengan pengumpulan data dari 

objek penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penulis 

dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian. adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:
31

 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi 

berperanserta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu 

kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial 

dalam penelitian kualitatif. Observasi berperanserta dilakukan 

untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu 

organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu 

sekolah. Pengamat (observer) dalam berlangsungnya observasi 

dapat berperan sebagai pengamat yang hanya semata-mata 

mengamati dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

subyek. Di sisi lain, pengamat dapat berperan serta dalam 

kegiatan subyek dengan sedikit terdapat perbedaan antara peneliti 

dengan subyek. Ada kemungkinan pengalaman pertama dalam 

melakukan pengamatan berperanserta mengalami berbagai 

hambatan,
32

 dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengaman 

independen yaitu dilakukan dengan cara meneliti  secara 

langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat dengan jelas 

mengetahui gejala-gejala yang timbul atau masalah yang ada di 

lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara terhadap informan sebagai sumber 

data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian 

informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ialah 
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percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang 

(tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah 

seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Dengan 

kata lain, wawancara dilakukan untuk meng-konstruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekonstruksi kebulatan. Selain menggunakan teknik 

observasi berperanserta dalam penelitian kualitatif, teknik 

wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang 

berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat 

digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk 

mengumpulkan data, seperti observasi berperanserta, analisa 

dokumen dan sebagainya,
33

 dalam hal ini peneliti akan 

memperoleh data melalui wawancara secara mendalam 

dengan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Masyarakat Setempat, serta para pekerja tambang batuan. 

c. Dokumen 

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan instrumen utama (key instrument), "the 

researcher with the researcher's insight being the key 

instrument for analysis", dalam hal ini mengemu kakan 

bahwa dalam penelitian naturalistik peneliti sendirilah 

menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta 

berusaha mengumpulkan informasi. Seluruh data 

dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam 

kegiatan ini peneliti didukung instrumen sekunder, yaitu: 

foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

fokus penelitian,
34

 sebagai objek yang diteliti dalam 

memperoleh informasi, peneliti akan menyatukan dari tiga 

sumber data yaitu tulisan (paper, tempat (place),dan orang 

yang bersangkutan (people). Dokumentasi tersebut 
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digunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen 

penelitian secara ilmiah, adapun data-data yang diperlukan 

atau diambil adalah data-data yang berasal dari Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral. 

d. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan 

dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di 

lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru 

dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah 

dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat 

divisualisasikan sebagai berikut:
35

 

1) Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan 

lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif 

dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, 

(catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan 

dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat 

dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang 

dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi 

kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang 

temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya.
36

 

2) Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat 

reduksi data, guna memilih data yang relevan dan 

bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk 

memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian 

menyederhanakan dan menyusun menyusun secara 
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sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang 

hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, 

hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan 

permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan 

data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian 

dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta 

mengorganisasikan data, sehingga memudahkan 

peneliti untuk menarik kesimpulank.
37

 

3) Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan 

atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian 

data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga 

dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal 

ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan 

informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus 

membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan 

penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan 

demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak 

tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat 

membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang 

terpencar- pencar dan kurang tersusun dengan baik 

dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara 

ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, 

tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data 

harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.    

4) Penyajian Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama 

proses penelitian berlangsung seperti halnya proses 

reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai 

maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan 
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setelah data benar-benar lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu 

berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk 

itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-

hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. 

Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, 

kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya 

data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil 

observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data 

hasil penelitian Kesimpulan-kesimpulan itu harus 

diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian 

berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke 

dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan 

kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip 

holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. 

Data mengenai informasi yang dirasakan sama 

disatukan ke dalam satu kategori, sehingga 

memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari 

kategori yang sudah ada.
38

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini, maka 

sistematika yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan 

skripsi ini perlu untuk dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menjelaskan pembuka yang berisikan penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan uraian mengenai pengertian Fiqh 

Siya>sah, macam-macam Fiqh Siya>sah, serta penjelasan 
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mengenai Siya>sah Tanfiz\iyyah. Kemudian menguraikan 

tentang pengertian pertambangan menurut Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020, dan membahas mengenai pertambangan 

batuan dalam Islam. Selanjutnya pada bab ini pula akan 

membahas mengenai norma-norma serta upaya reklamasi dan 

pascatambang batuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

78 Tahun 2010. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan secara menyeluruh mengenai 

deskripsi serta gambaran umum dari objek penelitian ini yaitu 

mengenai Profil, visi-misi, dan tugas pokok serta fungsi Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Upaya Reklamasi dan 

Pascatambang Batuan dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020. 

BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISA DATA 

Pada bab ini berisikan mengenai Peranan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara Studi di Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, dan Tinjauan Fiqh 

Siya>sah Tanfiz\iyyah terhadap Peranan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 

1. Visi Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Adapun visi pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral adalah ―Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera 

Berlandaskan Iman dan Taqwa‖. Penjelasan Visi, menjadi instansi 

yang lebih maju dan mandiri adalah upaya Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten memberikan jasa pelayanan 

berupa izin kepada masyarakat maupun perusahaan dalam aktivitas 

pertambangan batuan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil 

pertambangan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan 

daerah yang lebih maju. Sehingga masyarakat dapat merasakan 

hidup sejahtera. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan 

aktivitas pertambangan ini harus memperhatikan peraturan-

peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, agar tidak 

menimbulkan kerusakan atau bahkan kerugian jangka panjang. 

Dengan visi tersebut diharapkan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral dalam pemberian izin pelaksanaan aktivitas tambang 

batuan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai 

dengan visi provinsi banten, yakni berlandaskan iman dan taqwa, 

yakni berupaya secara optimal dan profesional.
39

 

Sementara misi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

adalah: 

a. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, 

Berbudaya, Sehat dan Cerdas; 

b. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing 

secara Merata dan Berkeadilan; 
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c. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Lestari; 

d. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, dan Berwibawa.
40

 

2. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten 

Terdapat beberapa aturan yang menyinggung mengenai 

struktur organisasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten seperti pada Peraturan Daerah Provinsi Banten 

Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Banten, dengan dasar hukum 

pembentukan terakhirnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Banten.
41

 

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten per unit kerja, 

sebagaimana diuraikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur 

Banten tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Provinsi Banten, 

yaitu:
42

 

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai 

tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi 

Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, 

penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan 

tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

                                                             
40
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Pembantuan pada Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang 

Mineral dan Batubara, Bidang Pengembangan Infrastruktur 

Energi dan Ketenagalistrikan serta Bidang Pemanfaatan 

Ketenagalistrikan. 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan 

perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, 

monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan. 

3. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, 

melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian 

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan 

Geologi dan Air Tanah, Seksi Pengusahaan Air Tanah serta 

Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah. 

4. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan 

koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan 

program dan kegiatan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara, 

Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara serta Seksi Reklamasi 

dan Pasca Tambang. 

5. Kepala Bidang Pengembangan Infrastrukur Energi dan 

Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan 

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring 

serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Seksi 

Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Seksi  

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi. Berikut 
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struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten dapat dilihat pada bagan3.1.
43
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Bagan 3.1 

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 
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3. Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

Sebelumnya, untuk kurun waktu 2000-2016, nomenklatur nama OPD-

nya adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan 

dasar hukum pembentukan terakhirnya adalah Peraturan Daerah 

Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. Perubahan organisasi perangkat 

daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsi serta kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain tentunya 

dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah.
44

 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tersebut 

(Pasal 2 point 21) dinyatakan bahwa Dinas ESDM adalah Dinas 

Daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan 

fungsi Dinas Daerah sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016, diatur pula kedudukan 

dan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral.
45

 

Adapun kedudukan Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  

Mineral adalah sebagai unsur  pelaksana  Urusan Pemerintahan 

Daerah yang berkedudukan di  bawah  dan  bertanggung  jawab  

kepada  Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas Pokok 

Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral yakni membantu gubernur 

melaksanakan Urusan Pemerintahan di  bidang Energi  dan  Sumber  

                                                             
44

 Admin DESDM, “Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

DESDM.” 24 Maret 2017. https://desdm.bantenprov.go.id/kedudukan-tugas-

pokok-dan-fungsi. 
45

 Ibid.  



32 
 

 
 

Daya  Mineral  dan  Tugas  Pembantuan  yang ditugaskan kepada 

Daerah provinsi. 

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten secara jelas digambarkan 

jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai 

unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya 

sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya 

pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh. 

Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut, yaitu : 

a. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan 

izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi; 

b. Penetapan  wilayah  izin  usaha  pertambangan  mineral  bukan 

logam  dan  batuan  dalam  1  (satu)  Daerah  provinsi  dan  

wilayah laut sampai dengan 12 mil; 

c. Penerbitan  rekomendasi  izin usaha pertambangan mineral logam 

dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada 

wilayah  izin  usaha  pertambangan  Daerah  yang  berada  dalam  1 

(satu)  Daerah  provinsi  termasuk  wilayah  laut  sampai  dengan   

mil laut; 

d. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri 

pada  wilayah  izin  usaha  pertambangan  yang  berada  dalam  1 

(satu)  Daerah  provinsi  termasuk  wilayah  laut  sampai  dengan  

12 mil laut; 

e. Penerbitan  rekomendasi  izin  pertambangan  rakyat  untuk 

komoditas  mineral  logam,  batubara,  mineral  bukan  logam  dan 

batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; 

f.  Penerbitan  rekomendasi  izin  usaha  pertambangan  operasi 

produksi  khusus  untuk  pengolahan  dan  pemurnian  dalam 

rangka  penanaman  modal  dalam  negeri  yang  komoditas 

tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama; 
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g. Penerbitan  rekomendasi  izin usaha jasa pertambangan dan surat 

keterangan  terdaftar  dalam  rangka  penanaman  modal  dalam 

negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 

h. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; 

i.  Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang 

kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 

j.  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  gubernur  terkait 

dengan tugas dan fungsinya.
46

 

 

 

B. Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 

Perkembangan dalam bidang pertambangan mineral dan 

batubara tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek, baik sosial, 

politik, ekonomi, dan hukum, baik secara nasional maupun dalam 

skala global. kondisi ini lah yang pada akhirnya membawa dampak 

terhadap regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu 

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020. Kajian tentang kekuasaan negara untuk mengontrol 

pengelolaan sumber daya alam bukanlah tema yang baru, beberapa 

peneliti yang pernah melakukan kajian tentang ini diantaranya, kajian 

tentang hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan 

implikasinya terhadap bentuk penguasaan pertambangan.
47

 Alasan 

dari perubahan Undang-Undang ini bahwa pengaturan mengenai 

pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya ini dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, 

permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan 

                                                             
46

 Ibid. 
47

 Rifandy Ritonga et al., ―Hak Negara untuk Mengontrol Sumber 

Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi,‖ As-Siyasi : 

Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 1–13, 

https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343. 



34 
 

 
 

pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas 

sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan.
48

 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurna, sehingga 

perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang 

efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan 

pertambangan mineral dan batubara.  

Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin dapat 

meyakinkan bahwa perubahan Undang-Undang ini dapat membawa 

dampak perubahan yang baik, perubahan Undang-Undang ini juga 

menjadi kinerja paling baik yang dicapai oleh Direktorat Jendral 

Mineral dan Batubara. Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa ada 

empat aspek penting dari Undang-Undang terbaru yang mengatur 

subsektor minerba ini, yang pertama adalah memperbaiki tata kelola 

pertambangan, kedua adalah keberpihakan pada kepentingan nasional, 

ketiga adalah berwawasan lingkungan, serta yang terakhir adalah 

memberi kepastian hukum dan memudahkan orang berinvestasi.
49

 

Secara kondisional dengan terbitnya revisi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten sudah mulai mengikuti aturan dan ketentuan pusat 

dalam melaksanakan kewenangan di sektor Pertambangan Mineral 

dan Batubara, baik itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2020 maupun produk aturan turunannya. Dalam hal ini, Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah sangat efektif dalam 

menjalankan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, baik dari segi 

melayani perizinan di sektor pertambangan maupun dalam melakukan 

pengawasan serta pembinaan.
50

 Adapun upaya yang dilakukan Dinas 

Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten jika terdapat suatu 
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perusahaan melakukan aktivitas pertambangan batuan secara liar atau 

tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat, dan atau 

suatu perusahaan tersebut tidak melakukan upaya reklamasi 

pascatambang adalah dengan menerbitkan surat peringatan I dan II 

sebelum menerbitkan surat pemberhentian sementara atas izin yang 

dimiliki.
51

 Apabila masih belum melakukan upaya reklamasi dan 

pascatambang, mengacu kembali pada Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 yakni hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan 

sudah seharusnya dintindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum 

Provinsi Banten.
52

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dinas 

Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tentunya memantau 

Reklamasi dan Pascatambang bersama-sama Inspektur Tambang 

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai Penilai tahapan-

tahapan Reklamasi dan Pascatambang karena Proses Reklamasi dan 

Pascatambang merupakan aspek Teknis dan Lingkungan yang 

merupakan ranah Inspektur Tambang, sesuai dengan Pasal 2 ayat 7 

Peraturan Presiden  Nomor 55 Tahun 2022.
53

 Nantinya pencairan 

Jaminan rekening atas penilaian persentase keberhasilan 

melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, tentunya sesuai dengan 

Dokumen yang sudah disetujui beserta Penempatan dana Jaminan 

Reklamasi dan dana Jaminan. Namun, Dinas ESDM Provinsi Banten 

terkait Reklamasi dan Pascatambang  hanya memiliki kewenangan 

sebatas Administrasi, adapun Teknis dan Lingkungan kewenangan 
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Penuh Inspektur Tambang (Pegawai Pusat yg ditempatkan di Provinsi 

Banten).
54

  

Sebagaimana halnya seperti kegiatan pertambangan batuan 

yang dilakukan oleh PT. Cahaya Fajar Sodiq, bahwa aktivitas 

pertambangan yang dilakukan sudah mendapatkan izin secara resmi 

dari pemerintah setempat, dalam hal ini juga perusahaan sudah 

melakukan kontrak perjanjian sebelum aktivitas pertambangan 

dilakukan, yakni akan melakukan upaya reklamasi dan pascatambang 

untuk memulihkan biodiversitas dan meningkatkan kondisi lahan 

menjadi tanah yang lebih produktif. Namun memang upaya reklamasi 

ini tidak bisa dilakukan atau dipulihkan kembali dengan cepat, karena 

membutuhkan waktu yang cukup lama menyesuaikan dengan keadaan 

dan kondisi lingkungan.
55

 

Secara Kesimpulan, Hasil wawancara dari Bapak Dharwanto 

Kurniawan menjelaskan bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral 

Provinsi Banten berhak untuk menerbitkan surat perizinan aktivitas 

pertambangan dan memantau reklamasi pascatambang bersama 

pemerintah pusat, sebagai penilaian tahapan-tahapan reklamasi dan 

pasca tambang. Namun, berdasarkan Pasal 6 huruf q Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020. Dinas ESDM Provinsi Banten terkait 

Reklamasi dan Pascatambang  hanya sebatas Administrasi, adapun 

Teknis dan Lingkungan kewenangan Penuh Inspektur Tambang 

(Pegawai Pusat yg ditempatan di Provinsi Banten). Adapun jika 

terdapat beberapa perusahaan pertambangan batuan yang tidak 

melakukan upaya reklamasi dan pascatambang hal tersebut merupakan 

suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, 

sesuai dengan Pasal 161B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020. 
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Kesimpulan hasil wawancara dari Bapak Dedi menjelaskan 

bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah 

secara efektif dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, 

Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maupun aturan 

turunannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih 

diperlukan koordinasi yang lebih intens dan berkesinambungan antara 

pemerintah pusat (Kementrian Energi Sumber Daya Mineral) dengan 

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, karena pada 

pelaksanaan otonomi daerah sejatinya seringkali ditemukan adanya 

tumpang tindihnya kewenangan, antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat selalu mempunyai keinginan 

untuk bersikap penuh terhadap kewenangan di dalam segala bidang 

urusan pemerintahan.
56

 Dari penjabaran peraturan perundang-

undangan ada atau terdapat disharmonisasi peraturan perundang-

undangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis 

paparkan, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Peran Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan berupaya 

secara profesional dalam memberikan izin pertambangan batuan. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjalinnya komunikasi 

yang baik dengan pemerintah pusat dan terlaksananya Peraturan 

Perundang-Undangan dengan efektif dan efesien. Dengan 

berupaya membuka pendaftaran izin pertambangan via online 

yang di daftarkan melalui website SIPEKA. Selain itu dalam 

upaya reklamasi dan pascatambang, sebelum menerbitkan surat 

pemberhentian sementara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral 

berupaya menerbitkan surat peringatan I dan II bagi perusahaan 

yang tidak menaati peraturan atau ketentuan yang sudah 

disepakati sebelumnya, dan apabila tak kunjung melakukan 

reklamasi dan pascatambang maka Dinas Energi Sumber Daya 

Mineral Provinsi akan merekomendasikan pencabutan izin 

tambang yang nantinya bersangkutan dengan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP). 

2. Siya>sah tanfiz\iyyah adalah siya>sah yang membahas mengenai 

tata kerja pemerintahan oleh ulil Amri atau pemimpin. Umat 

Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin 

suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati 

Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. 

Maka menurut fiqh siya>sah tugas yang sudah diberikan telah 

dilakukan upaya dan wewenangnya sesuai ketentuan undang-

undang yang berlaku, yang mana dalam hal ini Dinas Energi 

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah menjalankan 

peranannya sesuai dengan siya>sah tanfiz\iyyah,  yakni telah 

berupaya secara profesional dalam menajalankan tugas pokok, 

dan fungsinya dalam memberikan perizinan aktivitas 
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pertambangan serta dalam mengatasi upaya reklamasi dan 

pascatambang.    

B. Rekomendasi  

1. Pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 

4 tahun 2009 tentang Minerba mengenai kewenangan pemerintah 

dalam urusan pertambangan mineral dan batubara,dalam hal ini 

pemerintah daerah provinsi/pusat dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota harus lebih bekerja sama dalam mengurus 

masalah pertambangan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dari 

beberapa masalah serta kewenangan dalam pengelolaannya. 

Sehingga masalah yang ada cepat ditangani khususnya mengenai 

pemberian izin kepada pihak penambang. Dan lebih 

memperhatikan daerah yang mempunyai potensi sumber daya 

alam untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

2. Apabila Perda Provinsi belum ada perubahan dan belum 

diberhentikan pemberlakuannya, disamping berjalannya 

pemanfaatan sumber daya yang ada di lokasi tersebut yang sangat 

dibutuhkan, maka harusnya pemerintah provinsi membuat 

peraturan bupati untuk melegalkan kegiatan pertambangan yang 

ada agar beroperasi sesuai aturan dan tidak melanggar amdal 

serta berupaya dalam melakukan reklamasi dan pascatambang.  
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